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PUTUSAN 

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Utj 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara: 

PEMOHON, Sukasari, 31 Januari 1991, Agama Islam, Pendidikan S1, 

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Kabupaten 

Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini 

memberi kuasa kepada FANDI SATRIA, S.H., 

M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang 

berkantor di Jl. Lintas Tanjung Medan, RT, 002, 

RW, 001, Kepenghuluan Tanjung Medan, 

Kecamatan. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir, 

Riau, 28983, E-mail: satriafandi966ymail.com 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 

Januari 2024, sebagai Pemohon; 

Lawan 

TERMOHON, Hutahean, 21 September 1998, Agama Islam, 

Pendidikan S2, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 

Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau., 

sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 

23 Januari 2024 Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Utj, dengan dalil-dalil pada pokoknya 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 12 Juli 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi 

Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 

140604/1/07/2023.22, tanggal 12 Juli 2023. 

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan 

Termohon berstatus Perawan; 

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 

sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Ulak 

Bengkuang, RT.001 RW.003, Kep. Siarangarang, Kecamatan Pujud, 

Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 1 (satu) bulan, 

kemudian pada bulan Agustus 2023 Termohon diam-diam pulang kerumah 

orang tuanya tanpa minta izin kepada Pemohon dan sampai sekarang tidak 

pernah tinggal bersama lagi;  

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Temohon telah melakukan 

hubungan badan layaknya suami isteri (ba’da dukhul); 

5. Bahwa semasa perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 

seorang anak; 

6. Bahwa keaadan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula 

berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 antara 

Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran 

yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya 

menjadi tidak harmonis lagi. 

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon 

dengan Termohon antara lain adalah : 

a. Termohon sering tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon dan 

sering membangkang perkataan dari Pemohon sehingga terjadilah 

cekcok antara Pemohon dan Termohon pada saat itu; 

b. Temohon sering menghutang kepada teman-temannya lebih kurang 

sebesar Rp. 80.000.000.00; tanpa memberitahu kepada Pemohon dan 

dari situ Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon;  

c. Pemohon sudah berulang kali ngajak pulang kerumah akan tetapi 

Termohon lebih memilih tinggal tempat orang tuanya; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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d. Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk pisah dan menjalani 

kehidupan masing-masing serta Pemohon sudah menjatuhkan talak satu 

kepada Termohon;  

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak 

pernah melakukan hubungan suami istri semenjak terhitung bulan 

Agustus 2023 sampai sekarang; 

9. Bahwa keluarga besar Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha 

mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada 

pendirian ingin bercerai;  

Bahwa berdasar alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka 

dengan ini Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan 

Agama Ujung Tanjung berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya 

menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut ; 

PRIMAIR : 

1. Menerima dan Mengabulkan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu 

raj’i terhadap Termohon (TERMOHON); 

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan 

hukum yang berlaku; 

SUBSIDAIR 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah 

datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan 

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon; 

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat 

kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama 

Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu 

Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi 

Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya 

ternyata cocok; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk 

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil 

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan 

Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan 

oleh Pemohon; 

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan 

bukti-bukti berupa:  

A.   Surat: 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tambusai Kabupaten Rokan Hulu 

Provinsi Riau, Nomor 140604107202322 Tanggal 12 Juli 2023. Bukti surat 

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti 

(P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;  

B.  Saksi: 

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat 

tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

adalah ayah tiri Pemohon;  

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;  

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di 

rumah kontrakan;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;  

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga 

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus;  

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi 

sejak Pemohon dan Termohon menikah; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan 

Termohon karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Pemohon yang jumlahnya sekitar 80 juta dan sekarang hutangnya 

masih dibayar Pemohon;  

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa 

perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 

bulan yang lalu;  

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;  

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan 

Termohon di rumah orangtuanya;  

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi;  

- Bahwa selama pisah Pemohona pernah datang menjemput 

Termohon, namun Termohon tidak mau lagi;  

- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak 

berhasil; 

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah 

tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

adalah ibu kandung Pemohon;  

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;  

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di 

rumah kontrakan;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;  

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga 

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus;  

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi 

sejak Pemohon dan Termohon menikah; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan 

Termohon karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan 

Pemohon yang jumlahnya sekitar 80 juta dan sekarang hutangnya 

masih dibayar Pemohon;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa 

perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 

bulan yang lalu;  

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;  

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan 

Termohon di rumah orangtuanya;  

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi;  

- Bahwa selama pisah Pemohona pernah datang menjemput 

Termohon, namun Termohon tidak mau lagi;  

- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak 

berhasil; 

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak maka sesuai dengan  

ketentuan  Pasal 49  huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006  dan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009  perubahan kedua 

atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal 

ini adalah menjadi kewenangan  mutlak  (kompetensi absolut) Pengadilan  

Agama; 

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Pemohon mendalilkan 

adanya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka 

patutlah Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas 

sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan Kuasa Hukum kepada 

advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai 

dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 

Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus 

Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus 

sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI 

Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 

1994, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon 

beracara di muka persidangan; 

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi 

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut 

diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan; 

Upaya Damai 

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat 

dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di 

persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan 

menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak 

berhasil, maka maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 telah terpenuhi; 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa 

rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat 

ini sudah tidak rukun lagi, disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh 

Pemohon dalam surat permohonannya; 

Analisis Pembuktian  

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan untuk menilai 

apakah gugatan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, karena 
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berkaitan dengan perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. 

Pasal 1685 KUH Perdata kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk 

membuktikan dalil-dalilnya;  

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah bukti  

tertulis P.1 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan 

bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan 

ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis 

Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat 

sah sebagai alat bukti;  

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi 

syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut 

dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna 

mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti 

tersebut bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah 

dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah 

memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 

RBg. dan juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 

308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. oleh karena itu keterangan saksi-

saksi tersebut dalam duduk perkara dapat diterima sebagai bukti dan patut 

dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa 

keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya 

menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum 

sebagai dalil pembuktian; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan 

dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-

fakta sebagai berikut : 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah; 
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- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi tidak 

harmonis, karena sering terjadi perselisihan;  

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon saat ini 

sudah hidup pisah tempat tinggal; 

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dengan menasehati Pemohon 

dan Termohon, namun tidak berhasil; 

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum surat permohonannya 

pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan 

Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 

kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

sebagaimana dimaksud Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum 

Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan keadaan 

rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun 

saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan, maka fakta-

fakta tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan, dapat 

disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tergolong sebagai 

rumah tangga yang pecah (broken marriage) yang sulit diharapkan untuk rukun 

kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan 

perkawinan terbukti tidak dapat terwujud; 

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat 

bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab 

percekcokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu 

dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat 

dipertahankan lagi atau tidak; 

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang 

sedapat mungkin dihindari, namum apabila tujuan perkawinan sudah tidak 

dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi 
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sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi 

kedua belah pihak, sehingga dalam hal ini dapat terapkan Hadis Nabi 

Muhammad SAW, yang dijadikan dalil oleh  Majelis Hakim dalam pendapatnya 

yang berbunyi : 

  ر ا لا ضر ضرر و لا  

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh 

pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain” . 

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan 

firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: 

 

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan 

talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah 

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian 

permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon  

diatas dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim 

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap 

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada 

Pemohon; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

ketentuan-ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan 
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MENGADILI 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir.  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.  

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama 

Ujung Tanjung.  

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).  

Penutup 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 

Sya’ban 1445 Hijriah oleh Sanuwar, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Putra 

Irwansyah, S.Sy., M.H. dan Rizal Sidiq Amin, S.Sy., masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, 

dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh 

Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon; 

Hakim Anggota,  

 

Ttd 

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. 

Hakim Anggota, 

 

Ttd 

Rizal Sidiq Amin, S.Sy. 

Hakim Ketua, 

 

Ttd 

Sanuwar, S.H.I. 

 Panitera Pengganti, 

 

Ttd 

Emna, S.H. 

Perincian biaya : 

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00  

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00  
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3. Biaya Panggilan : Rp. 56.000,00  

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00  

5. PNBP Surat Kuasa : Rp. 10.000,00  

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00  

7. Biaya meterai : Rp. 10.000,00  

 Jumlah : Rp. 211.000,00  

                         (dua ratus sebelas ribu rupiah)  
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